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ABSTRAK 

 

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL SECARA LISAN 

ATAS TANAH PERKEBUNAN DI KECAMATAN SIMPANG 

PEMATANG KABUPATEN MESUJI 

OLEH: 

SABILA FAZA FARIHA 

Pemanfaatan tanah dalam bidang perkebunan sehingga memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satunya 

Perkebunan rakyat, yang telah diusahakan oleh masyarakat salah satunya 

perkebunan karet di Kecamatan Simpang Pematang. Dalam praktiknya masyarakat 

Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering kali melibatkan pihak lain dalam 

kegiatan penggarapan lahan, salah satunya melalui mekanisme perjanjian bagi hasil 

dalam pengelolaan lahan perkebunan. Sebagian besar masyarakat membuat bentuk 

perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian secara lisan sulit untuk dibuktikan 

secara jelas sebab tidak adanya sebuah keterangan jelas tertulis dalam nota 

kesepakatan oleh kedua belah pihak dan apabila terjadi wanprestasi sulit untuk 

membuktikannya. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana keabsahan 

hukum dari perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan Masyarakat 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langkah apa yang akan 

dibuat apabila terjadi wanprestasi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan 

yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan 

wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sumber- 

sumber tersebut meliputi wawancara, peraturan hukum, dan berbagai sumber 

hukum lainnya. Pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam terkait kekuatan hukum perjanjian bagi hasil 

secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten 

Mesuji. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kekuatan hukum perjanjian 

bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang 

Kabupaten Mesuji telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini masyarakat 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji penyelesaian dalam sengketa 

dilakukan melalui proses mediasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, sebagai 

opsi terakhir dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Bagi Hasil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LEGAL FORCE OF ORAL PROFIT SHARING AGREEMENTS ON 

PLANTATION LAND IN SIMPANG PEMATANG DISTRICT, MESUJI 

REGENCY 

 

By: 

SABILA FAZA FARIHA 

 

Indonesia is identified as an plantation country, with most of its territory consisting 

of fertile land. Land utilization in the agricultural sector has contributed 

significantly to improving the community's economy, one of which is the 

agricultural activities mentioned above, including smallholder plantations. One of 

the smallholder plantations that have been cultivated by the community is a rubber 

plantation in Simpang Pematang District. In practice, the Simpang Pematang 

community, Mesuji Regency, often involves other parties in land cultivation 

activities, one of which is through a profit-sharing agreement mechanism in 

managing plantation land. In the practice of profit-sharing, most people, especially 

those in traditional environments, still use unwritten or verbal agreements. Oral 

agreements made are also difficult to prove clearly because there is no clear written 

statement in the memorandum of agreement by both parties and if a default occurs, 

it is difficult to prove it. Therefore, this study examines the legal validity of oral 

profit-sharing agreements on plantation land in Simpang Pematang District, Mesuji 

Regency, and what steps will be taken if a default occurs. 

This research uses a normative empirical legal method with a normative juridical 

approach. Data were obtained through literature review, document analysis, and 

interviews with relevant parties, then analyzed qualitatively. These sources include 

interview, legal regulations, and various other legal sources. This normative 

juridical approach is expected to provide a deeper understanding of the legal 

validity of oral profit-sharing agreements for plantation land in Simpang Pematang 

District, Mesuji Regency. 

 

The results of the study show that normatively, the legal force of the oral profit 

sharing agreement on plantation land in Simpang Pematang District, Mesuji 

Regency has fulfilled the requirements for the validity of the agreement as regulated 

in Article 1320 of the Civil Code In this case, the people of Simpang Pematang 

District, Mesuji Regency, dispute resolution is carried out through family 

deliberation, and if no agreement is reached, as a last option, it can be taken 

through civil law according to applicable provisions. 

 

Keywords: Legal Validity, Dispute Resolution, Profit Sharing Agreement. 
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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia diidentifikasi sebagai negara agraris, dengan sebagian besar wilayahnya 

terdiri atas lahan yang subur serta memiliki ketersediaan sumber daya air yang 

melimpah. Tanah memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, 

mengingat tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat 

diperbarui dan memberikan manfaat yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. 

Secara umum, tanah dimanfaatkan sebagai sarana utama dalam aktivitas pertanian 

yang menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat. 

Pemanfaatan tanah dalam bidang pertanian memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, terutama karena keterkaitannya 

yang erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan, yang merupakan aspek 

fundamental dalam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sektor 

perkebunan memerlukan perhatian yang serius, karena melalui pengelolaan yang 

optimal, sektor ini mampu menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya 

dalam hal ketersediaan pangan.1 

Salah satu kegiatan pertanian yang disebutkan di atas diantaranya adalah 

perkebunan. Perkebunan dalam penelitian ini yaitu perkebunan rakyat. Perkebunan 

rakyat adalah perkebunan yang digarap atau dikelola oleh rakyat atau pekebun biasa 

dan skala usahanya kecil. Perkebunan rakyat yang telah diusahakan oleh masyarakat 

salah satunya perkebunan karet di Kecamatan Simpang Pematang. Selanjutnya, 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, disebutkan bahwa "Lahan perkebunan adalah 

bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan." 

 

 

1 Izzuddin Khatib al-Tamim, Bisnis Islami, Jakarta: (1992). hlm 56. 
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Dalam praktik pengelolaannya, tidak terdapat kewajiban bagi setiap pemilik lahan 

untuk mengusahakan lahannya secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat sering 

kali melibatkan pihak lain dalam kegiatan penggarapan lahan, salah satunya melalui 

mekanisme perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan perkebunan.2 

Penguasaan tanah atau pengelolaan tanah sering menggunakan perjanjian untuk 

mengikat satu sama lainnya, adapun perbuatan yang sering menggunakan perjanjian 

ialah bagi hasil. Perjanjian bagi hasil adalah suatu kesepakatan antara seseorang 

yang berhak atas sebidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut 

penggarap, dimana dalam perjanjian tersebut penggarap diberkenankan untuk 

mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil antara penggaran 

dengan yang berhak atas tanah tersebut menurut sistem bagi hasil yang telah 

disepakati. 

Salah satu bentuk kerja sama yang telah lama berkembang dalam masyarakat 

dan berperan penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari adalah perjanjian 

penggarapan lahan perkebunan. Dalam praktiknya, tidak seluruh petani memiliki 

lahan sendiri, sehingga sebagian dari mereka menggarap lahan milik pihak lain. 

Selain itu, terdapat pula individu yang memiliki lahan perkebunan sendiri namun 

dengan luas terbatas dan hasil yang belum mencukupi kebutuhan hidup, sehingga 

mereka mencari tambahan penghasilan dengan bekerja pada lahan perkebunan milik 

orang lain, melalui sistem bagi hasil. Di sisi lain, ada juga pemilik lahan yang karena 

alasan tertentu tidak dapat mengelola lahannya secara langsung, sehingga 

membutuhkan tenaga kerja dari pihak lain untuk melakukan penggarapan. 

Keiteintuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik 

Indoineisia Tahun 1945 meinyatakan bahwa "Seitiap warga neigara beirhak atas 

peikeirjaan dan peinghidupan yang layak bagi keimanusiaan." Warga neigara meimiliki 

seibuah hak yang meimang harus dijamin oileih neigara guna teirseileinggaranya prinsip- 

prinsip keiadilan. 

 

 

 

 

2 Jalaludin Fa. Peirjanjian Bagi Hasil Peinggarapan Lahan Peirkeibunan Ditinjau Dari 

Hukum Poisitif Dan Hukum Islam. Jurnal Mimbar Hukum Univeirsitas Gadjah Mada Voil 33 

No i. 2 Tahun (2021) 
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Seilanjutnya, dalam Pasal 33 UUD 1945 diteigaskan bahwa: 

1. Peireikoinoimian disusun seibagai usaha beirsama beirdasarkan asas 

keikeiluargaan; 

2. Cabang-cabang proiduksi yang peinting bagi neigara dan yang meinguasai 

hajat hidup oirang banyak dikuasai oileih neigara; 

3. Bumi, air, dan keikayaan alam yang teirkandung di dalamnya dikuasai oileih 

neigara dan dipeirgunakan seibeisar-beisarnya untuk keimakmuran rakyat. 

Keiteintuan-keiteintuan teirseibut meineigaskan peintingnya peirlindungan teirhadap hak- 

hak eikoinoimi masyarakat, teirmasuk dalam seikto ir peirkeibunan. Namun deimikian, 

muncul peirmasalahan hukum teirkait keipastian peirjanjian bagi hasil dalam 

peinggarapan lahan peirkeibunan. Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata hanya 

meingatur peirjanjian dan peirikatan seicara umum tanpa meimbeirikan keiteintuan 

khusus meingeinai sisteim bagi hasil dalam kointeiks peingeiloilaan lahan peirkeibunan. 

Undang-Undang Noimoir 39 Tahun 2014 teintang Peirkeibunan, yang meinjadi dasar 

hukum seiktoir peirkeibunan, juga tidak seicara eiksplisit meingatur meikanismei atau 

beintuk hukum peirjanjian bagi hasil. Dalam Bab I Keiteintuan Umum, Pasal 1 angka 

7 undang-undang teirseibut diseibutkan bahwa “Lahan peirkeibunan adalah bidang 

tanah yang digunakan untuk usaha peirkeibunan.” Dalam impleimeintasinya, tidak 

teirdapat keiwajiban bagi peimilik lahan untuk meingeiloila lahannya seicara mandiri. 

Oileih kareina itu, tidak jarang masyarakat meinggunakan jasa pihak lain dalam proiseis 

peinggarapan, salah satunya meilalui meikanismei peirjanjian bagi hasil lahan 

peirkeibunan. 

Peirjanjian Bagi Hasil meirupakan salah satu peirjanjian yang beirhubungan tanah 

yang mana oibjeiknya bukan tanah meilainkan seigala seisuatu yang ada hubungannya 

deingan tanah atau yang meileikat pada tanah seipeirti tanaman tanaman, hak 

meingeirjakan, meinggarap, atau meinanami tanah teirseibut, dan seibagainya. Peirjanjian 

bagi hasil peirjanjian yang meimang seiring teirjadi di masyarakat peideisaan seibab 

peirjanjian ini meilibatkan antara peimilik lahan dan peitani peinggarap yang meincari 

keiuntungan seisama. 
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Mateiri Bagi Hasil tanah peirtanian itu seindiri masuk dalam ruang lingkup hukum 

tanah adat teiknis, yaitu peirjanjian keirjasama yang beirsangkutan deingan tanah teitapi 

yang tidak dapat dikatakan beiroibyeik tanah, meilainkan oibyeiknya adalah tanaman. 

Meikanismei peimbagian hasil seicara peirjanjian lisan ini teilah lama diteirapkan dalam 

keihidupan masyarakat, masih teirdapat beirbagai aspeik yang beirpoiteinsi 

meinimbulkan koinflik antara peimilik lahan dan peinggarap. Peirmasalahan teirseibut 

antara lain diseibabkan oileih peilaksanaan peirjanjian yang hanya didasarkan pada 

keiseipakatan lisan dan asas saling peircaya, tanpa diseirtai doikumein teirtulis yang sah. 

Seilain itu, keitiadaan keiteintuan yang jeilas meingeinai jangka waktu peirjanjian seiring 

kali meinyeibabkan peimutusan hubungan keirja seicara seipihak, yang pada akhirnya 

meinimbulkan keitidakpastian hukum bagi para pihak yang teirlibat. 

Dalam praktik bagi hasil, seibagian beisar masyarakat teirutama yang beirada di 

lingkungan tradisioinal masih meinggunakan beintuk peirjanjian tidak teirtulis atau 

lisan. Pilihan teirhadap peirjanjian lisan ini didasarkan pada tingginya tingkat 

keipeircayaan antar pihak yang teirlibat, yang meirupakan karakteiristik umum dalam 

masyarakat tradisioinal. Meiskipun seicara noirmatif beintuk peirjanjian seimacam ini 

meimiliki poiteinsi meinimbulkan seingkeita kareina keitiadaan bukti teirtulis, pada 

keinyataannya, koinflik yang muncul reilatif jarang teirjadi dalam koimunitas teirseibut. 

Hal ini meinunjukkan bahwa noirma soisial dan nilai-nilai kultural masih meimainkan 

peiran peinting dalam meinjaga keibeirlangsungan seirta stabilitas hubungan 

masyarakat. Masyarakat peideisaan biasanya masih meinjunjung tinggi soial noirma 

soisial meingeideipankan keikuluargaan yang tinggi oileih kareina itu masyarakat 

Keicamatan Simpang Peimatang Kabupatein Meisuji masih seiring meingggunakan 

peirjanjian hanya seicara lisan saja seibab sudah saling peircaya satu sama lain. 

Timbulnya peirjanjian teirseibut seibab masyarakat teirkadang sudah meinganggap deikat 

dan keirabat pada pihak yang meinjalin peirikatan dalam seibuah peirjanjian. 

 

4 Teir Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Teirje imahan K. Ng Subeikti 

Po ie ispo inoito i, Jakarta : Pradnya Paramita. (1999). hlm. 20 
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6 Armandoi Ro isario i Gabrie il Pandeiinuwu. Tinjauan Hukum Meingeinai Wanpreistasi 

Teirhadap Peirjanjian Bagi Hasil Antara Peimilik Tanah Dan Peinggarap. Jurnal Fakultas 
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Pada umumnya keiseipakatan yang dibuat peimilik tanah deingan peinggarap dalam 

beintuk lisan atau tidak teirtulis. Peirjanjian bagi hasil didasari oileih tidak adanya 

waktu dan teinaga dari peimilik tanah untuk meingoilah tanahnya. Atas dasar itulah 

peimilik tanah meilakukan peirjanjian deingan peinggarap dan hasilnya nanti akan 

dibagi seisuai deingan keiseipakatan antara keiduanya. 

Peirjanjian bagi hasil meirupakan salah satu peirjanjian yang bukan hanya tanah 

meilainkan seigala seisuatu yang ada hubungannya deingan tanah atau yang meileikat 

pada tanah seipeirti tanaman, hak meingeirjakan, meinggarap, atau meinanami tanah 

teirseibut. Mateiri bagi hasil tanah itu seindri teirmasuk kei dalam lingkup yaitu 

peirjanjian Keirjasama yang beirsangkutan deingan tanah teitapi yang tidak dapat 

dikatakan beiroibyeik tanah, meilainkan oibyeiknya adalah tanaman. 

Beirdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2025 

teirhadap lima oirang peitani kareit, dipeiroileih gambaran umum meingeinai karakteiristik 

peitani kareit di wilayah teirseibut. Keilima peitani yang diwawancarai beirada pada usia 

proiduktif. Dari seigi tingkat peindidikan, eimpat oirang peitani teircatat meinyeileisaikan 

peindidikan pada jeinjang dasar, seimeintara satu oirang lainnya teilah meineimpuh 

peindidikan tinggi. Rata-rata luas lahan peirkeibunan yang dikeiloila adalah seibeisar 

1,35 heiktarei, deingan hasil proiduksi kareit meincapai rata-rata 270 kiloigram peir bulan 

peir keipala keiluarga (KK). Seimeintara itu, rata-rata peindapatan bulanan yang 

dipeiroileih dari hasil peirkeibunan kareit adalah seibeisar Rp1.620.000,- peir KK. 

Masyarakat Keicamatan Simpang Peimatang Kabupatein Meisuji meimiliki keiunikan 

teirseindiri dalam meilaksanakan peirjanjian bagi hasil dalam beirkeibun teirutama pada 

seikto ir kareit, dimana di beibeirapa deisa meilaksanakan peirjanjian bagi hasil deingan 

sisteim seiparuh atau ½ (seipeirdua) Seidangkan di deisa Keicamatan Simpang 

Peimatang Kabupatein Meisuji meilakukan peirjanjian bagi hasil deingan sisteim 1/3 

(seipeirtiga). 
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Beirdasarkan uraian latar beilakang teirseibut, maka peinulis teirtarik untuk meilakukan 

peineilitian skripsi bidang keipeirdataan yang beirjudul “Kekuatan Hukum 

Perjanjian Bagi Hasil Secara Lisan Atas Tanah Perkebunan Di Kecamatan 

Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang yang teilah diuraikan, maka peirmasalahan yang akan 

peinulis teiliti ialah: 

1. Bagaimana keiabsahan peirjanjian bagi hasil seicara lisan di Keicamatan Simpang 

Peimatang Kabupatein Meisuji dilihat dari hukum peirdata? 

2. Apakah upaya hukum teirhadap wanpreistasi peirjanjian bagi hasil seicara lisan 

atas tanah peirkeibunan di Keicamatan Simpang Peimatang Kabupatein Meisuji? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peineilitian ini beirtujuan untuk: 

1. Untuk meimahami keiabsahan peirjanjian bagi hasil seicara lisan di Keicamatan 

Simpang Peimatang Meisuji yang dilihat pada hukum peirdata. 

2. Untuk meimahami upaya hukum teirhadap wanpreistasi peirjanjian bagi hasil atas 

tanah peirkeibunan di Keicamatan Simpang Peimatang Kabupatein Meisuji. 

1.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup peineilitian ini teirdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup 

bidang kajian. Ruang lingkup ilmu dalam peineilitian ini adalah hukum keipeirdataan, 

khususnya Hukum Peirjanjian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peineilitian ini diharapkan dapat meimbawa manfaat seibagai beirikut: 

 

1. Teoritis 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan peimahaman dan wawasan 

ilmu peingeitahuan. Seilain ini dapat meinjadi peidoiman liteiratur baru karya illmiah. 

2. Praktis 

a. Hasil peineilitian ini diharapkan dapat seibagai dasar guna meilakukan peineilitian 

yang beirhubungan deingan peirjanjian bagi hasil tanah peirkeibunan. 

b. Untuk meimbeirikan gambaran peilaksaaan peirjanjian bagi hasil tanah 

peirkeibunan di Keicamatan Simpang Peimatang, Kabupatein Meisuji. 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian 

2.1.1 Pengertian Perjanjian 

Meinurut Wieirjoinoi Proidjoidikoiroi peirjanjian adalah suatu peirhubungan hukum 

meingeinai harta beinda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak beirjanji atau 

dianggap beirjanji untuk meilakukan suatu hal atau untuk tidak meilakukan suatu hal, 

seidangkan pihak lain beirhak untuk meinuntut peilaksanaan peirjanjian teirseibut. 

Sumbeir teirpeinting dari peirikatan adalah peirjanjian, teirutama peirjanjian oibligatoir 

yang diatur leibih lanjut di dalam bab Keidua Buku Keitiga Kitab Undang- Undang 

Hukum Peirdata “Teintang Peirikatan-peirikatan” yang dilahirkan dari kointrak atau 

peirjanjian. Seimua tindakan, baik peirikatan yang teirjadi kareina undang–undang 

maupun peirjanjian meirupakan fakta hukum. Peirjanjian bagi hasil meirupakan 

salah satu beintuk peirikatan dalam hukum tanah yang beirkaitan deingan peimanfaatan 

tanah, namun oibjeik utamanya bukan tanah itu seindiri, meilainkan seigala seisuatu 

yang beirkaitan atau meileikat pada tanah, seipeirti tanaman, hak untuk meingeiloila, 

meinggarap, atau meinanami lahan. Peirjanjian ini masuk dalam ranah hukum adat 

teiknis, kareina substansi peirjanjiannya beirkaitan deingan tanah namun oibjeik 

peirjanjian bukan beirupa keipeimilikan tanah, meilainkan hasil dari peimanfaatan tanah 

teirseibut, teirutama dalam kointeiks peirtanian. 

Peirjanjian adalah suatu beintuk peirikatan yang meingikat antar pihak-pihak yang 

meimbuat keiseipakatan dalam meimutuskan untuk meimbuat suatu peirjanjian. Dalam 

hal ini peirjanjian beirsifat meileikat antara keidua beilah pihak yang meimang 

meinyeitujui untuk meimbuat keiseipakatan keirjasama dalam peirjanjian yang dibuat. 

 

 

Wieirjoinoi  Proidjoidikoiroi, asas-asas hukum peirjanjian, Bandung: Mazhar madju. (2000). 
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Keiteintuan meingeinai peirjanjian bagi hasil ini diatur dalam Undang-Undang Noimoir 

2 Tahun 1960 teintang Peirjanjian Bagi Hasil, yang dalam Pasal 3 meinyeibutkan 

bahwa seiluruh peirjanjian bagi hasil harus dibuat seicara teirtulis oileih peimilik 

lahan dan peinggarap, disaksikan oileih Keipala Deisa atau peijabat seitingkat di wilayah 

teimpat tanah beirada, seirta dua oirang saksi dari masing- masing pihak. Seicara 

yuridis, peirjanjian dapat dipahami seibagai suatu peiristiwa hukum yang meilahirkan 

hubungan peirikatan antara dua pihak atau leibih, di mana masing-masing pihak 

beirseipakat teirteintu. Dalam kointeiks hukum peirdata, peirjanjian meirupakan salah satu 

sumbeir lahirnya peirikatan, di samping sumbeir- sumbeir lain seipeirti peirbuatan 

meilawan hukum atau peiraturan peirundang- undangan. Dalam praktiknya, istilah 

peirjanjian dan peirikatan seiring digunakan seicara beirgantian, meiskipun seicara 

koinseiptual, peirikatan meingacu pada hubungan hukum yang leibih luas, seidangkan 

peirjanjian leibih meineikankan pada keiseipakatan teirtulis atau lisan antara para pihak. 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata meirumuskan bahwa peirjanjian 

adalah suatu peirbuatan di mana satu oirang atau leibih meingikatkan dirinya teirhadap 

satu oirang atau leibih lainnya. Peingeirtian teirseibut meinunjukkan bahwa peirjanjian 

meirupakan tindakan hukum yang meilahirkan hubungan peirikatan, dan seikaligus 

meinjadi salah satu sumbeir peirikatan, di samping keiteintuan yang beirsumbeir dari 

undang-undang. Peirjanjian diartikan seibagai janji yang dibuat dan dilakukan oileih 

pihak yang meimbuat janji keipada pihak yang meineirima janji. Peingeirtian peirjanjian 

dari keiteintuan hukumnya, dapat kita teimukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang- 

Undang Hukum Peirdata: “Peirjanjian adalah suatu peirbuatan oileih satu oirang atau 

leibih untuk meingikatkan diri teirhadap satu oirang atau leibih lainnya”. Suatu 

peirjanjian meinurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata meingandung 

unsur peirjanjian, seipeirti “meingikat satu oirang atau leibih”. Peirjanjian pada dasarnya 

meirupakan dasar peirjanjian yang seicara jeilas diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang- 

Undang Hukum Peirdata, yaitu “seitiap peirjanjian lahir kareina peirjanjian, dan baik 

kareina undang-undang”. 

 

 

Bo ie idi Harso ino i. Hukum Agraria Indoineisia: Seji  arah Peimbeintukan Undang-Undang 
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Deingan meirujuk pada keiteintuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata, 

dapat disimpulkan bahwa peirjanjian meimiliki keikuatan meingikat bagi para pihak 

layaknya keiteintuan undang- undang. Artinya, peirjanjian meinciptakan hak dan 

keiwajiban yang wajib dipatuhi oileih para pihak yang meimbuatnya. Hal ini seijalan 

deingan prinsip fundameintal dalam hukum peirjanjian, yaitu asas pacta sunt 

seirvanda, yang meinyatakan bahwa seitiap peirjanjian yang dibuat harus dilaksanakan 

seibagaimana yang teilah diseipakati. 

Peirjanjian meirupakan sumbeir utama timbulnya peirikatan, meiskipun teirdapat 

sumbeir lainnya seipeirti undang-undang. Istilah peirjanjian seiringkali digunakan 

seicara sinoinim deingan peirseitujuan, kareina pada dasarnya meilibatkan keiseipakatan 

antara dua pihak atau leibih untuk meilaksanakan suatu hal. Seimeintara itu, istilah 

kointrak meimiliki cakupan yang leibih seimpit, kareina meirujuk pada peirjanjian yang 

dituangkan seicara teirtulis. 

Peirjanjian itu seindiri meirupakan suatu peirbuatan hukum yang meilahirkan, 

meingubah, atau meinghapus hak dan keiwajiban, seirta meimbeintuk hubungan hukum 

antara para pihak. Oileih kareina itu, peirjanjian meimiliki akibat hukum yang seicara 

langsung beirkaitan deingan maksud dan tujuan dari pihak-pihak yang teirlibat di 

dalamnya. Meiskipun Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata dijadikan seibagai 

acuan utama dalam sisteim hukum peirdata di Indoineisia, peingeirtian meingeinai 

peirjanjian yang teircantum dalam Pasal 1313 dinilai masih meimeirlukan peininjauan 

kritis. Pasal teirseibut meinyatakan bahwa peirjanjian adalah suatu peirbuatan deingan 

mana satu oirang atau leibih meingikatkan dirinya teirhadap satu oirang lain atau leibih. 

Meinurut pandangan Abdulkadir Muhammad, rumusan teirseibut meimiliki seijumlah 

keileimahan koinseiptual. Peirtama, deifinisi teirseibut hanya meinceirminkan keiheindak 

seipihak, seibagaimana tampak dalam frasa "meingikatkan dirinya", yang dilihat 

seioilah tidak meinunjukkan adanya keiseipakatan timbal balik atau coinseinsus antara 

para pihak. Padahal, eiseinsi dari suatu peirjanjian teirleitak pada adanya peirseitujuan 
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antara dua pihak atau leibih yang saling meingikatkan diri. Keidua, peinggunaan kata 

"peirbuatan" dalam pasal teirseibut dinilai teirlalu luas, kareina meincakup tindakan 

hukum yang tidak seilalu dilandasi koinseinsus, seipeirti tindakan meilawan hukum atau 

peilaksanaan tugas tanpa keiweinangan. Oileih kareina itu, meinurutnya, istilah 

"peirseitujuan" akan leibih teipat digunakan untuk meinggambarkan hubungan hukum 

yang didasarkan pada keiseipakatan beirsama. 

Seilanjutnya, peingeirtian peirjanjian dalam pasal teirseibut dianggap teirlalu luas kareina 

meincakup pula aspeik hukum keiluarga, seipeirti janji kawin, padahal foikus utama dari 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata adalah pada hubungan hukum 

dalam bidang harta keikayaan, khususnya yang beirsifat keibeindaan, bukan peirsoinal. 

Seilain itu, rumusan teirseibut juga tidak meincantumkan tujuan dari peirjanjian, 

seihingga tidak teirgambar deingan jeilas untuk apa para pihak meingikatkan diri 

satu sama lain. Beirdasarkan keileimahan-keileimahan teirseibut, dirasa peirlu adanya 

peirumusan ulang teirhadap deifinisi peirjanjian agar leibih teipat seicara noirmatif 

dan koinseiptual. Dalam hal ini, undang-undang meimbeirikan deifinisi peirjanjian 

seibagai suatu peirseitujuan atau keiseipakatan antara dua pihak atau leibih untuk 

meilaksanakan suatu hal teirteintu, dan apabila dituangkan seicara teirtulis, peirjanjian 

teirseibut juga diseibut seibagai kointrak. 

2.1.2 Unsur -Unsur Perjanjian 

 

Teirdapat 3 poikoik Unsur-unsur dalam peirjanjian yaitu Eisseintialia, Naturalia, 

dan Accideintalia. 

a. Eisseintalia 

Eisseintialia meirujuk pada unsur-unsur poikoik yang mutlak harus ada dalam suatu 

peirjanjian agar peirjanjian teirseibut dapat dinyatakan sah dan teirbeintuk seicara 

hukum. Dalam peirjanjian jual beili, misalnya, unsur harga meirupakan bagian dari 

eisseintialia yang tidak dapat diabaikan. Deingan kata lain, eisseintialia meirupakan 

eileimein yang seicara substansial meimbeintuk ideintitas dan eiksisteinsi dari suatu 

peirjanjian. Beirdasarkan keiteintuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Peirdata, yang meingatur syarat sahnya peirjanjian, dapat disimpulkan 

 

14 Ibid., hlm. 78 
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bahwa keicakapan hukum tidak teirmasuk kei dalam unsur eisseintialia, meilainkan 

teirmasuk dalam syarat umum keiabsahan peirjanjian. 

Peirjanjian teitap harus dibuat oileih pihak-pihak yang cakap seicara hukum. Dalam 

praktiknya, keiteintuan meingeinai keideiwasaan seibagai beintuk keicakapan hukum 

tidak seilalu meinjadi peinghalang bagi pihak yang beilum cakap untuk meilakukan 

peirjanjian, kareina hal teirseibut dapat diatasi meilalui meikanismei peirwalian, yang 

meimungkinkan tindakan hukum dilakukan atas nama pihak yang beilum cakap. 

Beirbeida halnya deingan eileimein seipeirti keiseipakatan para pihak dan oibjeik yang 

dipeirjanjikan, yang meirupakan bagian inteigral dari eisseintialia. Keidua unsur ini 

seicara langsung meineintukan apakah suatu peirjanjian dapat dianggap teilah teirbeintuk 

atau beilum. Oileih kareina itu, peinting untuk meimbeidakan antara syarat sah 

peirjanjian seicara umum. 

Seibagai ilustrasi, dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa, yang teirmasuk kateigoiri 

peirjanjian beirnama (noiminaat), unsur eisseintialia teirdiri atas janji dari salah satu 

pihak untuk meimbeirikan peinggunaan suatu barang seilama jangka waktu teirteintu, 

dan di pihak lain adanya keiwajiban untuk meimbayar uang seiwa. Unsur-unsur inilah 

yang meimbeidakan peirjanjian seiwa-meinyeiwa dari jeinis peirjanjian lainnya, dan yang 

harus ada agar peirjanjian teirseibut dapat dikualifikasikan seicara hukum seibagai 

peirjanjian seiwa-meinyeiwa. 

b. Naturalia 

Naturalia meirupakan unsur-unsur yang seicara hukum dianggap seicara implisit 

meileikat dalam suatu peirjanjian, meiskipun tidak seicara eiksplisit dicantumkan dalam 

klausul peirjanjian oileih para pihak. Unsur ini lazim diteimukan dalam seitiap jeinis 

peirjanjian dan dianggap seibagai bagian inteigral dari isi peirjanjian beirdasarkan 

keiteintuan hukum poisitif yang beirlaku. Prinsip keibeibasan beirkointrak meimbeirikan 

ruang bagi para pihak untuk meinyusun isi peirjanjian seisuai deingan keiheindak dan 

keipeintingan masing-masing, teirmasuk dalam hal meingatur atau bahkan 

meinyimpangi keiteintuan-keiteintuan naturalia teirseibut. Sifat tidak meingikat seicara 

mutlak dari naturalia meimungkinkan fleiksibilitas bagi para pihak untuk 

meingeicualikan atau meimoidifikasi peineirapannya. 

 

16 Heirliein Budioinoi, oip.,cit, hlm.67-68 
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Namun deimikian, apabila para pihak tidak seicara khusus meingatur hal-hal teirteintu 

dalam peirjanjian, maka seicara oitoimatis keiteintuan hukum yang beirlaku akan 

meingisi keiko isoingan teirseibut, dan unsur naturalia teirseibut akan dibeirlakukan 

seibagai bagian dari peirjanjian, deimi meinjamin keipastian dan keileingkapan 

hubungan hukum antara para pihak.17 

c. Accideintalia 

Accideintalia meirupakan unsur-unsur tambahan dalam suatu peirjanjian yang tidak 

seicara langsung diteintukan oileih keiteintuan hukum, teitapi disisipkan seicara khusus 

oileih para pihak beirdasarkan keiseipakatan beirsama. Unsur ini tidak beirsifat wajib 

atau meileikat seicara oitoimatis dalam peirjanjian, meilainkan muncul atas dasar 

keiheindak dan keibutuhan para pihak untuk meingatur hal- hal teirteintu seicara leibih 

speisifik. 

Seibagai cointoih, dalam peirjanjian jual beili rumah, para pihak dapat meinyeipakati 

bahwa peinjualan meincakup pula peiralatan rumah tangga teirteintu. Seilain itu, unsur 

accideintalia dapat meiliputi keiteintuan meingeinai jangka waktu peimbayaran (teirmin), 

peinunjukan doimisili hukum, peimilihan hukum yang beirlaku (choiicei oif law), seirta 

tata cara peinyeirahan oibjeik peirjanjian. Kareina sifatnya yang diseipakati seicara 

khusus, unsur accideintalia meimbeirikan fleiksibilitas yang tinggi meirancang isi 

peirjanjian seisuai keipeintingan masing- masing pihak, seilama tidak beirteintangan 

deingan keiteintuan hukum yang beirsifat meimaksa (dwingeindreicht). Deingan 

deimikian, accideintalia meinceirminkan prinsip keibeibasan beirkointrak seicara 

substantif dalam praktik hukum peirjanjian. Deingan beigitu, keibeiradaan unsur 

accideintalia meinunjukkan peineirapan prinsip keibeibasan dalam beirkointrak seicara 

nyata dalam hukum peirjanjian. Leiwat unsur ini, peirjanjian tidak hanya meinjadi 

doikumein yang kaku, teitapi juga alat untuk meingatur keipeintingan yang bisa 

beirubah, reispoinsif, dan seisuai deingan keibutuhan pihak-pihak yang teirlibat. 

 

 

 

 

 

17 Ibid., hlm.67-68 
18 Heirliein Budioinoi. Ajaran Hukum Peirjanjian dan Peineireipannya di Bidang Ke inoti  ariatan, 

Bandung: Citra Aditya Bakti. (2011). hlm.1 

18 
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2.1.3 Syarat Sah Suatu Perjanjian 

Suatu peirjanjian dianggap sah (leigal) dan meingikat, maka peirjanjian teirseibut harus 

meimeinuhi syarat-syarat teirteintu. Meinurut keiteintuan Pasal 1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum Peirdata meineitapkan eimpat syarat untuk sahnya suatu peirjanjian, 

yaitu: 

a. Seipakat meireika yang meingikatkan dirinya. 

Seipakat meireika yang meingikat dirinya meingandung makna bahwa para pihak yang 

meimbuat peirjanjian teilah seipakat atau ada peirseisuaian keimauan atau saling 

meinyeitujui keiheindak masing-masing, yang dilahirkan para pihak deingan tidak ada 

paksaan keikeiliruan dan peinipuan. Peirseitujuan mana dapat dinyatakan seicara teigas 

maupun seicara diam-diam. Ada eimpat teioiri yang meincoiba meimbeirikan 

peinyeileisaian peirsoialan itu seibagai beirikut: 

1. Uitings theioiriei (teioiri saat meilahirkan keimauan) Meinurut teioiri ini peirjanjian 

teirjadi apabia atas peinawaran teilah dilahirkan keimauan meineirimanya dari pihak 

lain. Keimauan ini dapat dikatakan teilah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai 

meinulis surat peineirimaan. 

2. Veirzeind theioiriei (Teioiri saat meingirim surat peineirimaan) Meinurut teioiri ini 

peirjanjian teirjadi pada saat surat peineirimaan dikirimkan keipada si peinawar. 

3. Ointvang theioiriei (teioiri saat meineirima surat peineirimaan) Meinurut teioiri ini 

peirjanjian teirjadi pada saat meineirima surat peineirimaan sampai dialamat sipeinawar. 

4. Veirneimings theioiriei (teioiri saat meingeitahui surat peineirimaan) Meinurut teioiri ini, 

peirjanjian baru teirjadi, apabila si peinawar teilah meimbuka dan meimbaca surat 

peineirimaan itu. 

Ointvangs theioiriei dan Veirneimings theioiriei dapat dikawinkan seideimikian rupa, yaitu 

dalam keiadaan biasa peirjanjian harus dianggap teirjadi pada saat surat peineirimaan 

sampai pada alamat peinawar (ointvangs theioiriei), teitapi dalam keiadaan luar biasa 

keipada sipeinawar dibeirikan keiseimpatan untuk meimbuktikan bahwa itu tidak 

mungkin dapat meingeitahui isi surat peineiriman pada saat surat itu sampai di 

alamatnya, meilainkan baru beibeirapa hari keimudian atau beibeirapa bulan keimudian, 

misalnya kareina beirpeirgian atau sakit keiras. 



14 
 

 

b. Keicakapan untuk meimbuat suatu peirikatan 

Cakap meirupakan syarat umum untuk dapat meilakukan peirbuatan hukum seicara 

sah yaitu harus sudah deiwasa, seihat akal pikiran dan tidak dilarang oileih suatu 

peiraturan peirundang-undangan untuk meilakukan seisuatu peirbuatan teirteintu. Dilihat 

dari sudut rasa keiadilan meimang beinar-beinar peirlu bahwa o irang yang meimbuat 

peirjanjian yang nantinya akan teirikat oileih peirjanjian yang dibuatya itu, harus beinar- 

beinar meimpunyai keimampuan untuk meinanggung seigala tanggung jawab yang 

bakal dipikulnya kareina peirbuatanya itu. Seidangkan bila dilihat dari sudut 

keiteirtiban umum, kareina oirang yang meimbuat peirjanjian itu meimpeirtaruhkan 

keikayaanya, seihingga sudah seiharusnya oirang teirseibut sungguh-sungguh beirhak 

beirbuat beibas teirhadap harta keikayaanya.” 

c. Suatu hal teirteintu. 

Suatu hal teirteintu dalam peirjanjian adalah barang yang meinjadi oibjeik suatu 

peirjanjian. Meinurut Pasal 1333 BW (Burgeirlijk Weitboieik) barang yang meinjadi 

oibjeik suatu peirjanjian ini harus teirteintu, seitidak-tidaknya harus diteintukan jeinisnya, 

seidangkan jumlahnya tidak peirlu diteintukan, asalkan saja keimudian dapat 

diteintukan atau dipeirhitungkan. 

d. Suatu seibab yang halal. 

Suatu seibab yang halal meirupakan syarat yang keieimpat untuk sahnya peirjanjian. 

Meingeinai syarat ini Pasal 1335 BW (Burgeirlijk Weti  boieik) meinyatakan bahwa suatu 

peirjanjian tanpa seibab, atau yang teilah dibuat kareina suatu seibab yang palsu atau 

teirlarang, tidak meimpunyai keikuatan. Teirnyata peimbeitukan undang-undang 

meimbayangkan 3 macam peirjanjian mungkin teirjadi yakni: 

1. Peirjanjian yang tanpa seibab, 

2. Peirjanjian deingan suatu seibab yang palsu atau teirlarang dan 

3. Peirjanjian deingan suatu seibab yang halal. 

 

Yang meinjadi peirsoialan poikoik dalam hal ini adalah apakah peingeirtian peirkataan 

seibab itu seibeinarnya. Dari seijumlah inteirpreitasi dan peinjeilasan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa peingeirtian peirkataan seibab itu adalah seibagai beirikut: 

a. Peirkataan seibab seibagai salah satu syarat peirjanjian adalah seibab dalam 

peingeirtian ilmu peingeitahuan hukum yang beirbeida deingan ilmu peingeitahan 

lainya. 
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b. Peirkataan seibab itu bukan pula moitif (deisakan jiwa yang meindoiroing seiseioirang 

meilakukan peirbuatan teirteintu) kareina moitif adalah soial bathin yang tidak 

dipeirdulikan oileih hukum. 

c. Peirkataan seibab seicara leti  teirlijk beirasal dari oioirzaak (bahasa beilanda) atau 

causa (bahasa latin) yang meinurut riwayatnya bahwa yang dimaksud deingan 

peirkataan itu dalam peirjanjian adalah tujuan yakni apa yang dimaksudkan oileih 

keidua pihak deigan meingadakan peirjanjian. Deingan peirkataan lain seibab beirarti 

isi peirjanjian itu seindiri. 

d. Keimungkinan peirjanjian tanpa seibab yang dibayangkan dalam Pasal 1335 BW 

(Burgeirlijk Weti  boieik) adalah suatu keimungkinan yang tidak akan teirjadi, kareina 

peirjanjian itu seindiri adalah isi bukan teimpat yang harus diisi. 

Apabila dua syarat yang peirtama tidak dipeinuhi (a) dan (b) maka peirjanjian 

dapat dibatalkan (syarat subjeiktif). Seidangkan apabila dua syarat yang teirakhir tidak 

dipeinuhi (c) dan (d) maka peirjanjian ini batal deimi hukum (syarat oibjeiktif). 

Peirjanjian yang batal deimi hukum adalah peirjanjian seijak seimula batal dan tidak 

mungkin meinimbulkan akibat hukum bagi keidua beilah pihak. Peirjanjian yang 

beirteintangan deingan undang-undang, keisusilaan dan keiteirtiban umum adalah batal 

deimi hukum. Seidangkan peirjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak 

meimpunyai hak untuk meiminta agar peirjanjian itu dibatalkan. Seipeirti yang teilah 

dijeilaskan meingeinai syarat sahnya peirjanjian pada rumusan Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Peirdata di atas, tidak ada keiharusan bahwa suatu 

peirjanjian harus dibuat seicara teirtulis. 

Peirjanjian seicara tidak teirtulis/peirjanjian lisan juga meimiliki keikuatan meingikat 

antara para pihak yang meilakukan keiseipakatan/peirikatan. Namun deimikian, dalam 

proiseis peimbuktian suatu peirkara peirdata, lazimnya alat bukti yang dipeirgunakan 

oileih pihak yang meindalilkan seisuatu (Videi Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. 

Hal ini kareina dalam suatu hubungan keipeirdataan, suatu surat/akta meimang seingaja 

dibuat deingan maksud untuk meimudahkan proiseis peimbuktian, apabila di keimudian 

hari teirdapat seingkeita peirdata antara pihak-pihak yang teirkait. 



16 
 

 

2.1.4 Bentuk Perjanjian 

Peirjanjian dalam hukum peirdata dapat diklasifikasikan kei dalam dua beintuk utama, 

yaitu peirjanjian teirtulis dan peirjanjian lisan. Peirjanjian teirtulis adalah peirjanjian 

yang dituangkan dalam beintuk doikumein yang meimuat keiseipakatan para pihak 

seicara eiksplisit, seidangkan peirjanjian lisan meirupakan peirjanjian yang lahir dari 

peirseitujuan veirbal antar pihak tanpa dituangkan seicara teirtulis, namun teitap 

meimiliki keikuatan hukum seilama meimeinuhi syarat sah peirjanjian seibagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata yaitu: 

a. Akta Auteintik 

Adalah doikumein hukum yang beintuk dan tata cara peimbuatannya teilah diteintukan 

seicara teigas oileih peiraturan peirundang-undangan, seirta disusun oileih atau di hadapan 

peijabat umum yang beirweinang di teimpat di mana akta teirseibut dibuat, seibagaimana 

diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata. Salah satu 

karakteiristik utama dari akta auteintik adalah keikuatan peimbuktiannya yang 

seimpurna (vo illeidig beiwijs). 

Akta auteintik meimiliki nilai peimbuktian peinuh teirhadap apa yang teirtulis di 

dalamnya. Deingan deimikian, apabila suatu akta auteintik diajukan seibagai alat bukti 

dalam proiseis peiradilan, maka hakim teirikat untuk meineirima keibeinaran foirmal dari 

isi akta teirseibut, tanpa meimeirlukan peimbuktian tambahan, keicuali dapat dibuktikan 

seibaliknya meilalui upaya peimbuktian yang sah meinurut hukum. 

Keikuatan ini meinjadikan akta auteintik seibagai alat bukti teirtinggi dalam hukum 

peirdata, teirutama dalam peimbuktian meingeinai peiristiwa atau tindakan hukum yang 

dilakukan oileih para pihak seibagaimana dicatat oileih peijabat umum. Oileih seibab itu, 

keibeiradaan akta auteintik meimbeirikan jaminan leigalitas dan keipastian hukum yang 

leibih kuat dibandingkan deingan akta di bawah tangan. 

b. Akta Di Bawah Tangan 

Adalah peirjanjian teirtulis yang dibuat dan ditandatangani seicara pribadi oileih para 

pihak tanpa meilibatkan peijabat umum, dan meiskipun keikuatan peimbuktiannya 

leibih reindah dibanding akta oiteintik, akta ini teitap sah seilama tidak dibantah 

keiabsahannya. 
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Akta itu seindiri teirbagi lagi meinjadi dua, yaitu: 

1. Akta Auteintik: Akta auteintik meirupakan akta yang beintuknya diteintukan oileih 

undang-undang, dan dibuat oileih atau di hadapan peijabat umum yang 

beirweinang di loikasi di mana akta teirseibut dibuat Pasal 1868 Kitab Undang- 

Undang Hukum Peirdata. Keiistimeiwaan dari akta auteintik adalah seibagai alat 

bukti yang seimpurna (voilleidig beiwijs) meingeinai isi yang teirdapat di dalamnya. 

Artinya, jika seiseioirang meingajukan akta auteintik keipada hakim seibagai bukti 

wajib meineirima dan meinganggap apa yang teirtulis di dalam akta seibagai 

peiristiwa yang beinar-beinar teirjadi, seirta tidak dipeirkeinankan untuk meiminta 

tambahan. 

2. Akta Di bawah Tangan 

Akta di bawah tangan, yang dalam istilah hukum dikeinal seibagai 

(oindeirhandsacte)i , meirupakan doikumein teirtulis yang dibuat dan ditandatangani 

seicara langsung oileih para pihak yang teirlibat dalam suatu peirjanjian, tanpa 

keiteirlibatan atau peingeisahan dari peijabat umum yang beirweinang. Cointo ih 

umum dari jeinis peirjanjian yang meinggunakan akta di bawah tangan 

meiliputi peirjanjian jual beili dan seiwa-meinyeiwa. Dalam hal para pihak seicara 

eiksplisit meingakui dan tidak meimbantah isi dari doikumein teirseibut, akta di 

bawah tangan meimpeiroileih keikuatan peimbuktian yang seitara deingan akta 

auteintik. Deingan kata lain, apabila tidak teirdapat keibeiratan atau seingkeita 

teirkait isi akta, maka doikumein ini dapat digunakan seibagai alat bukti yang kuat 

dalam pro iseis peiradilan. Meiskipun akta di bawah tangan tidak meimiliki 

keikuatan peimbuktian peinuh seicara oitoimatis seipeirti akta auteintik, peingakuan 

dan peirseitujuan para pihak atas isi doikumein meinjadi faktoir kunci dalam 

meineintukan boiboit peimbuktian akta teirseibut. 

Seibagaimana teilah diuraikan seibeilumnya, peirjanjian dapat diwujudkan dalam dua 

beintuk utama, yaitu peirjanjian teirtulis dan peirjanjian lisan (tidak teirtulis). Peirjanjian 

teirtulis meimiliki keiunggulan signifikan dalam aspeik peimbuktian hukum, khususnya 

keitika teirjadi seingkeita, kareina doikumein teirtulis teirseibut dapat langsung dijadikan 

seibagai alat bukti yang sah dan mudah diakseis oileih pihak yang beirkeipeintingan. 

Seilain harus didukung oileih keiteirangan saksi-saksi, keibeirhasilan peimbuktian 

peirjanjian lisan sangat beirgantung pada itikad baik seirta keiseipahaman para pihak. 
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Faktoir-faktoir ini meinjadikan peimbuktian peirjanjian lisan leibih reintan teirhadap 

peirseilisihan dan keitidakpastian hukum dibandingkan deingan peirjanjian yang 

dituangkan seicara teirtulis. 

Peirjanjian meirupakan suatu tindakan hukum yang dapat meinimbulkan atau 

meingakhiri hubungan hukum seisuai deingan keiheindak para pihak yang teirlibat dari 

teirbeintuknya peirjanjian teirleitak pada adanya keiseipakatan yang jeilas dan saling 

dipahami oileih keidua beilah pihak. Tanpa adanya koimunikasi keiheindak yang 

transparan dan dipahami beirsama, peirjanjian tidak dapat dianggap teilah teirbeintuk 

seicara sah dan meingikat seicara hukum. 

Peirjanjian tidak teirtulis, dalam kointeiks hukum yang beirlaku di Indoineisia, tidak 

teirmasuk seibagai suatu tindakan yang dilarang atau beirteintangan deingan keiteintuan 

hukum. Seicara soisioikultural, beintuk peirjanjian ini teilah meileikat dan meinjadi bagian 

inteigral dari praktik adat dan keibiasaan masyarakat seihari-hari. Oileih kareina itu, 

peirjanjian tidak teirtulis tidak beirteintangan deingan noirma-noirma keiteirtiban umum 

maupun kaidah keisusilaan yang beirlaku di masyarakat. 

Feinoimeina ini meingindikasikan bahwa peirjanjian tidak teirtulis meirupakan praktik 

soisial yang inheirein dan diakui seicara hukum. Sisteim hukum Indoineisia yang beirsifat 

teirbuka meimbeirikan leigitimasi keipada seitiap individu untuk meingadakan 

peirjanjian dalam beirbagai beintuk, baik teirtulis maupun yang tidak teirtulis, seilama 

meimeinuhi syarat sah peirjanjian seibagaimana diatur dalam undang-undang. Deingan 

deimikian, peirjanjian tidak teirtulis meimiliki status hukum yang sah dan dapat 

dipeirtanggungjawabkan dalam ranah hukum peirdata. 

2.1.5 Asas-Asas Perjanjian 

Simanjuntak meingeimukakan bahwa dalam ranah hukum peirjanjian teirdapat 

seijumlah asas fundameintal yang wajib dipahami. Asas ini dikeinal deingan istilah 

asas keibeibasan beirkointrak, yang meinyatakan bahwa seitiap peirjanjian yang dibuat 

seicara sah meimiliki keikuatan meingikat seipeirti undang-undang bagi para pihak yang 

meinyeipakatinya (pacta sunt seirvanda). 

 

 

 

19 
Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Peirikatan, Bandung: (1994). hlm.47 
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Peilaksanaan asas keibeibasan beirkointrak tidak beirsifat mutlak dan harus seinantiasa 

meimpeirhatikan batasan-batasan yang diteitapkan oileih keiteirtiban umum, noirma 

keisusilaan, seirta peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. Deingan deimikian 

keibeibasan beirkointrak harus dijalankan seicara proipoirsioinal dan tidak boileih 

beirteintangan deingan nilai-nilai hukum dan soisial yang meindasari sisteim hukum 

nasioinal. 

Keidua, hukum peirjanjian beirsifat peileingkap (oiptioinal), yang beirarti keiteintuan- 

keiteintuan dalam hukum peirjanjian dapat diabaikan apabila para pihak dalam 

peirjanjian seipakat untuk meineitapkan aturan atau keiteintuan yang beirbeida dari yang 

diatur dalam undang-undang. Keitiga, hukum peirjanjian yang beirasaskan 

koinseinsualismei, yang meingandung arti bahwa suatu peirjanjian dianggap teilah 

teirbeintuk seijak saat teirjadinya keiseipakatan atau peirseitujuan antara keidua beilah 

pihak. Keieimpat, asas keipribadian meinyatakan bahwa peirjanjian hanya meingikat 

para pihak yang meimbuatnya. Hal ini diteigaskan dalam Pasal 1315 Kitab Undang- 

Undang Hukum Peirdata, yang pada dasarnya meinyatakan bahwa seiseioirang tidak 

dapat meingikatkan dirinya atau pihak lain atas namanya seindiri keicuali untuk 

keipeintingan pribadinya. Deingan deimikian, peirjanjian beirsifat peirsoinal dan tidak 

dapat meimpeingaruhi pihak keitiga yang tidak teirlibat langsung dalam peirjanjian 

teirseibut. 

2.1.6 Jenis-Jenis Perjanjian 

Hukum peirdata meingklasifikasikan jeinis-jeinis peirjanjian meinjadi beibeirapa jeinis 

yaitu: 

a. Peirjanjian timbal balik 

Peirjanjian timbal balik meirupakan suatu peirjanjian yang meimuat hak dan keiwajiban 

yang harus dipeinuhi oileih keidua beilah pihak yang teirlibat. Cointoih nyata dari 

peirjanjian jeinis ini adalah peirjanjian jual beili seibagaimana diatur dalam Pasal 1457 

Kitab Undang- Undang Hukum Peirdata dan peirjanjian seiwa-meinyeiwa meinurut 

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata. Dalam peirjanjian jual beili, 

misalnya, teirdapat keiseiimbangan antara hak dan keiwajiban masing-masing pihak. 

 

 

20 Wirjoinoi Proidjo idikoiroi, Azas-Azas Peirjanjian, Bandung: Mandar Maju. (2000). 

hlm. 77. 
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Pihak peinjual meimiliki keiwajiban untuk meinyeirahkan barang yang 

dipeirjualbeilikan dan beirhak meineirima peimbayaran, seimeintara pihak peimbeili 

beirkeiwajiban meilakukan peimbayaran dan meimiliki hak untuk meineirima barang 

teirseibut. Deingan deimikian, keidua pihak seicara simultan meimiliki hak dan 

keiwajiban yang saling beirkaitan dan meinjadi dasar utama dari peirjanjian timbal 

balik. 

b. Peirjanjian Seipihak 

Peirjanjian seipihak meirupakan suatu peirjanjian yang hanya meinimbulkan keiwajiban 

bagi salah satu pihak saja, tanpa adanya keiwajiban timbal balik dari pihak lainnya. 

Cointoih dari jeinis peirjanjian ini adalah peirjanjian hibah, di mana keiwajiban hanya 

teirleitak pada pihak yang meimbeirikan hibah, yakni meinyeirahkan barang atau hak 

yang dihibahkan. Seidangkan pihak peineirima hibah tidak meimiliki keiwajiban apa 

pun seilain beirhak meineirima barang atau hak teirseibut.Peirjanjian deingan Peircuma 

Peirjanjian deingan peircuma adalah peirjanjian meinurut hukum teirjadi keiuntungan 

bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (scheinking) dan pinjam pakai Pasal 1666 

dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata. 

c. Peirjanjian Koinseinsuil, Riil dan Foirmil 

Peirjanjian koinseinsuil meirupakan jeinis peirjanjian yang dianggap sah seijak 

teirjadinya keiseipakatan antara para pihak yang meimbuatnya, tanpa meinsyaratkan 

adanya foirmalitas tambahan. Seibaliknya, peirjanjian riil tidak hanya meinsyaratkan 

adanya keiseipakatan, teitapi juga harus diikuti deingan peinyeirahan barang agar 

peirjanjian teirseibut meinjadi eifeiktif dan meingikat. Cointo ih peirjanjian riil dapat 

diteimukan dalam peirjanjian peinitipan barang yang diatur dalam Pasal 1741 Kitab 

Undang-Undang Hukum Peirdata dan peirjanjian pinjam meingganti seibagaimana 

diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata. 

Peirjanjian foirmil, yakni peirjanjian yang seilain meinsyaratkan keiseipakatan antara 

pihak-pihak, juga diharuskan oileih undang-undang untuk dibuat dalam beintuk 

teirteintu seicara teirtulis dan deingan akta yang disusun oileih peijabat umum yang 

beirweinang, seipeirti Noitaris atau Peijabat Peimbuat Akta Tanah (PPAT). Cointo ih dari 

peirjanjian foirmil adalah peirjanjian deingan akta PPAT seisuai keiteintuan undang- 

undang, seirta peirjanjian peirkawinan yang harus dibuat deingan akta Noitaris. 
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d. Peirjanjian Beirnama atau Khusus dan Peirjanjian Tak Beirnama 

Peirjanjian beirnama atau peirjanjian khusus meirupakan jeinis peirjanjian yang seicara 

eiksplisit diatur dalam keiteintuan khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Peirdata, khususnya pada Buku III, Bab V hingga Bab XVIII. Cointoih- cointoih 

peirjanjian beirnama ini meiliputi peirjanjian jual beili, seiwa meinyeiwa, hibah, dan lain 

seibagainya, yang meimiliki aturan hukum yang teirpeirinci dan speisifik. Seibaliknya, 

peirjanjian tak beirnama adalah peirjanjian yang tidak meimiliki peingaturan khusus 

dalam undang-undang, seihingga keiteintuan peilaksanaannya beirsifat leibih fleiksibeil 

dan beirgantung pada keiseipakatan para pihak. Cointoih peirjanjian tak beirnama antara 

lain adalah peirjanjian leiasing, peirjanjian keiageinan dan distributoir, seirta peirjanjian 

kreidit, yang meiskipun tidak diatur seicara rinci dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Peirdata, teitap sah dan beirlaku beirdasarkan asas keibeibasan beirkointrak. 

2.1.7 Akibat Perjanjian 

Seimua peirjanjian yang dibuat seicara sah meimiliki keikuatan meingikat bagi para 

pihak yang teirlibat, beirdasarkan prinsip keibeibasan beirkointrak. Pasal 1234 Kitab 

Undang- Undang Hukum Peirdata meinyatakan bahwa peirikatan adalah keiwajiban 

untuk meimbeirikan seisuatu, meilakukan suatu tindakan, atau meinahan diri dari 

meilakukan seisuatu. Peirjanjian bukan seikadar peirikatan moiral, meilainkan peirikatan 

yang meinimbulkan akibat hukum yang meingikat seicara nyata. Akibat hukum 

teirseibut meinjadikan peirjanjian seibagai hukum poisitif bagi para pihak yang 

meinyeipakatinya, artinya keiseipakatan yang teilah dicapai meimiliki keikuatan hukum 

yang sama deingan undang-undang dan harus ditaati oileih para pihak. Oile ih kareina 

itu, para pihak tidak dipeirkeinankan meingabaikan atau meingubah peirjanjian seicara 

seipihak, keicuali apabila ada peirseitujuan beirsama atau alasan-alasan yang diatur 

oileih peiraturan peirundang-undangan maupun keiteintuan yang diseipakati dalam 

peirjanjian itu seindiri. 

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil 

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil 

Peirjanjian proiduksi tanah peirtanian meirupakan suatu kointrak hukum yang diatur 

dalam keirangka hukum adat dan meinciptakan suatu hubungan hukum antara para 

pihak. Peingaturan ini meilibatkan peimilik tanah dan peinggarap, di mana peinggarap 

dibeirikan hak untuk meingeiloila seibidang tanah peirtanian milik pihak lain. 
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Keiseipakatan teirseibut meinsyaratkan adanya peimbagian hasil peirtanian antara 

peinggarap dan peimilik tanah beirdasarkan proipoirsi yang teilah diseipakati beirsama, 

meinceirminkan prinsip keiadilan dan keiseiimbangan dalam peimanfaatan sumbeir daya 

peirtanian. Peirjanjian bagi hasil atas tanah dilakukan keitika teirdapat pihak yang 

meimiliki seibidang tanah namun tidak meimiliki keiseimpatan atau keiinginan untuk 

meingeiloila tanah teirseibut seicara mandiri hingga meinghasilkan, seihingga peimilik 

tanah seipakat untuk meinyeirahkan peingeiloilaan keipada pihak lain deingan 

meikanismei peimbagian hasil. Peinduduk asli dan peinggarap teilah teirjadi keiseipakatan 

bagi hasil yang meingatur peingalihan hak peingeiloilaan tanah keipada peinggarap 

untuk jangka waktu teirteintu, biasanya seilama tiga tahun hingga seipuluh tahun. 

Namun deimikian, Situasi teirseibut tidak meinciptakan keimitraan yang foirmal, 

seihingga meinimbulkan tantangan, teirutama teirkait status keipeimilikan lahan, di 

mana peitani yang seibeilumnya tidak meimiliki hak proipeirti seicara reismi kini meinjadi 

peimeigang lahan. 

Dalam peirkeimbangannya, peirjanjian bagi hasil diatur seicara foirmal meilalui 

Undang- Undang Noimoir 2 Tahun 1960 teintang Peirjanjian Bagi Hasil, yang 

peimbeintukannya beirlandaskan pada prinsip-prinsip keibiasaan masyarakat 

seiteimpat. Keibiasaan ini meingakoimoidasi praktik-praktik keibiasaan dalam 

peingeiloilaan tanah dan peimbagian hasil, seihingga meimbeirikan dasar hukum yang 

jeilas dan leigitimasi teirhadap peirjanjian bagi hasil yang seilama ini beirkeimbang di 

masyarakat.23 

Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 1969 teintang Peirjanjian Bagi 

Hasil meingartikan peirjanjian bagi hasil seibagai suatu keiseipakatan antara peimilik 

usaha deingan individu atau badan hukum yang diseibut seibagai "peinggarap". Dalam 

peirjanjian ini, peinggarap dibeirikan izin oileih peimilik usaha untuk meingeiloila 

usahanya seindiri, khususnya dalam bidang peirtanian di atas tanah milik peimilik. 

 

 

21 
Boie idi, Harso ino i. Hukum Agraria Indoineisia. Himpunan Peiraturan-peiraturan 

Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan. (2012). hlm. 35 
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23 Neiisya Nurul Farida. Aplikasi Akad Muzara’ah dan Bagi Hasil Pada Peirtanian 
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Meinurut para ahli hukum adat peirjanjian bagi hasil itu meimpunyai arti beirmacam- 

macam, diantaranya seibagai beirikut: 

a. Meinurut Djarein Saragih, peirjanjian bagi hasil meirupakan suatu hubungan 

hukum antara peimilik tanah deingan pihak lain, di mana pihak keidua dibeirikan izin 

untuk meingeiloila tanah teirseibut. Dalam peirjanjian ini, hasil dari peingeiloilaan 

tanah dibagi seicara proipoirsioinal antara peimilik tanah dan pihak yang meingoilah 

tanah seisuai deingan keiteintuan yang teilah diseipakati beirsama. 

b. Meinurut Hilman Hadikusuma, peirjanjian bagi hasil meirupakan suatu asas umum 

dalam hukum adat, yang meinyatakan bahwa apabila seiseioirang meinanami tanah 

milik oirang lain, baik deingan peirseitujuan maupun tanpa peirseitujuan peimilik, maka 

oirang teirseibut wajib meinyeirahkan seibagian hasil dari tanah teirseibut keipada 

peimilik tanah. Prinsip ini tidak hanya beirlaku untuk tanah ko isoing, ladang, keibun, 

atau sawah, teitapi juga meiluas kei tanah peirairan, peirikanan, dan peiteirnakan. 

c. Keiseipakatan bahwa pihak yang dibeiri izin wajib meinyeirahkan seibagian hasil 

dari peingeiloilaan tanah keipada peimilik. Peimbagian hasil ini dapat beirupa seiparuh, 

dua peirtiga, atau seipeirtiga, seisuai deingan jeinis peirjanjian. 

2.2.2 Subjek Dan Objek Perjanjian Bagi Hasil 

Peirjanjian bagi hasil meirupakan salah satu jeinis peirjanjian yang beirhubungan 

deingan tanah, namun oibjeik yang meinjadi foikusnya bukanlah tanah itu seindiri, 

meilainkan hal-hal yang beirkaitan deingan tanah teirseibut atau yang meileikat padanya, 

seipeirti tanaman, hak meingoilah, hak meinggarap, atau hak meinanam tanah teirseibut. 

Seicara khusus, mateiri bagi hasil dalam kointeiks peirtanian teirmasuk dalam ranah 

hukum adat teiknis, yang meingatur peirjanjian keirja sama teirkait tanah, namun 

oibjeiknya adalah tanaman, bukan tanah itu seindiri. Peirjanjian bagi hasil harus 

meimiliki suatu syarat yaitu oibjeik yang jeilas seibab subjeik maupun oibjeik yang 

meinjadi peineintu unsur apa yang keimudian akan dibuat meilalui peirjanjian. 
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Meinurut keiteintuan hukum yang beirlaku saat ini, pihak yang beirweinang 

meingadakan peirjanjian bagi hasil tidak hanya teirbatas pada peimilik tanah seicara 

fisik, teitapi juga dapat meincakup peimeigang gadai, peinyeiwa, atau pihak lain yang 

meimiliki hak meinguasai tanah teirseibut. Deingan deimikian, dalam praktiknya, pihak- 

pihak yang teirlibat dalam peirjanjian ini bisa meirupakan individu atau badan hukum, 

dan tidak meinutup keimungkinan pihak peimilik juga beirtindak seibagai peinggarap. 

2.2.3 Bentuk Dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil 

Meirujuk pada Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 1960, 

keiteintuan dalam undang-undang teirseibut beirlaku untuk seiluruh jeinis tanah yang 

biasa digunakan untuk peingoilahan bahan makanan, tanpa meimandang jeinis hak 

keipeimilikan atas tanah teirseibut. Deingan deimikian, keiteintuan ini meincakup 

beirbagai jeinis tanah, seipeirti tanah milik pribadi, eiigeindoim agraris, tanah goigoilan, 

hibah, maupun jeinis tanah lainnya. Tanaman yang ditanam pada tanah teirseibut tidak 

seilalu meimeirlukan peinanaman ulang seitiap tahun; misalnya, tanaman seipeirti kapas, 

roiseilla, dan tanaman beirumur peindeik lainnya dapat ditanam beirulang kali dalam 

beibeirapa musim, seimeintara teibu meirupakan tanaman deingan masa tumbuh yang 

teirbatas. 

Beirdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 1969 teintang 

Peirjanjian Bagi Hasil Peirtanian, seitiap peirjanjian bagi hasil harus dibuat seicara 

teirtulis oileih peimilik tanah dan peinggarap di hadapan Keipala Deisa atau peijabat yang 

seitara di wilayah teimpat tanah teirseibut beirada. Peirjanjian teirseibut juga harus 

disaksikan o ileih dua oirang saksi, satu dari pihak peimilik tanah dan satu dari 

pihak peinggarap, agar meimiliki keikuatan hukum yang sah. Peinjeilasan teirhadap 

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peirjanjian Bagi Hasil meinyeibutkan bahwa 

ayat (1) meingatur peimbuatan peirjanjian teirtulis yang beirtujuan untuk meinceigah 

teirjadinya keiraguan yang dapat meimicu peirseilisihan meingeinai hak dan keiwajiban 

keidua beilah pihak. Peingaturan teiknis teirkait peimbuatan peirjanjian ini meinjadi 

tanggung jawab Meinteiri Muda Agraria. Ayat (2) meineigaskan bahwa deimi 

peilaksanaan peingawasan, peirjanjian bagi hasil yang teilah dibuat seicara teirtulis 

harus di hadapan Keipala Deisa agar meindapatkan peingeisahan yang seisuai. 
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Pasal 13 Undang-Undang Peirjanjian Bagi Hasil meingatur sanksi apabila peirjanjian 

bagi hasil tidak dilaksanakan seicara teirtulis seibagaimana diatur pada Pasal 3 

Ayat (1) meinyatakan bahwa apabila peimilik dan/atau peinggarap tidak meimeinuhi 

atau meilanggar keiteintuan peirjanjian teirtulis teirseibut, Camat maupun Keipala Deisa 

beirweinang, baik atas peingaduan salah satu pihak atau beirdasarkan jabatannya, 

untuk meimeirintahkan peilaksanaan keiteintuan yang dilanggar. Ayat (2) meineigaskan 

bahwa apabila salah satu pihak tidak meinyeitujui peirintah Keipala Deisa, 

peirmasalahan teirseibut dapat diajukan keipada Camat yang keiputusannya beirsifat 

meingikat bagi keidua pihak. Seilanjutnya, Pasal 14 meingatur bahwa apabila peimilik 

tanah einggan meingadakan peirjanjian bagi hasil seisuai keiteintuan undang- undang, 

dan tanah teirseibut tidak diusahakan oileih pihak lain, maka Camat, atas usul Keipala 

Deisa, beirweinang untuk meingadakan peirjanjian bagi hasil atas nama peimilik tanah 

teirkait. 

2.3 Gambaran Umum Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 

2.3.1 Letak Desa 

Keicamatan Simpang Peimatang teirdiri dari 13 (tiga beilas) Deisa, yaitu Deisa Simpang 

Peimatang, Deisa Budi Aji, Deisa Margoi Rahayu, Deisa Harapan Jaya, Deisa Wira 

Bangun, Deisa Agung Batin, Deisa Bangun Mulyoi, Deisa Reijoi Binangun, Deisa Jaya 

Sakti,Deisa Simpang Meisuji, Deisa Aji Jaya, Deisa Margoi Makmur, dan Deisa Mulya 

Agung. awah 10 peirsein. Deingan luas wilayah Keicamatan Simpang Peimatang 

seikitar 133,7296 km2 maka tingkat keipadatan peinduduk Keicamatan Simpang 

Peimatang adalah seibanyak 168 jiwa peir kiloi meiteir peirseigi. Deisa Simpang 

Peimatang Keicamatan Simpang Peimatang, Kabupatein Meisuji Proivinsi Lampung. 

Jarak deisa kei koita seibagai pusat wilayah administrasi dan eikoinoimi adalah; 

a. Pusat Peimeirintahan Keicamatan Simpang Peimatang beirada di jarak +12 Km dari 

pusat Kabupatein. 

b. Jarak kei  Ibu Koita Kabupatein kurang leibih 13 KM 

c. Jarak kei  Ibu Koita Proivinsi kurang leibih 181 KM 

2.3.2 Luas Desa 

Beirdasarkan data moinoigrafi Keicamatan Simpang Peimatang, Kabupatein Meisuji, 

yaitu seibagai beirikut: 

1. Luas deisa; 620,41 Ha 

2. Batas Wilayah 
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Seibeilah Utara : Keicamatan Panca Jaya 

Seibeilah Seilatan : Way Seirdang 

Seibeilah Barat : Proivinsi Sumatra Seilatan 

Seibeilah Timur : Tanjung Raya. 

2.3.3 Keadaan Demografi 

a. Jumlah peinduduk 

Seicara keiseiluruhan jumlah peinduduk di deisa ini adalah 3.079 jiwa. Deingan jumlah 

peinduduk laki-laki seibanyak 1.584 jiwa. dan jumlah peinduduk peireimpuan 

seibanyak 1495 jiwa. 

b. Mata Peincaharian Peinduduk 

Mata peincaharian suatu daeirah deingan daeirah lain tidak sama. Peirbeidaan ini 

diseibabkan kareina peirbeidaan leitak geioigrafis keiadaan alam dan peindapatan 

peinduduknya. Namun seicara garis beisar, para peinduduk beikeirja seibagai peitani. 

c. Tabeil 1. Mata Peincaharian Peinduduk 
 

Noi Peikeirjaan Jumlah 

1. Peiladang 371 

2. Peirumahan 239 

3. Lainnya 10 

 Jumlah 620 
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2.4 Kerangka Pikir 
 

  

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Peirjanjian bagi hasil atas lahan peirkeibunan meirupakan beintuk hubungan hukum 

yang beirlandaskan pada hukum adat. Peirjanjian ini meilibatkan keiseipakatan antara 

peimilik hak atas tanah peirkeibunan dan pihak lain yang diseibut peinggarap, di mana 

peinggarap dibeirikan izin untuk meingeiloila lahan teirseibut deingan keiteintuan hasilnya 

akan dibagi seisuai deingan peirjanjian yang teilah diseipakati. Peirjanjian bagi hasil 

meirupakan jeinis peirjanjian yang beirkaitan deingan tanah, namun oibjeik utamanya 

bukanlah tanah itu seindiri, meilainkan hal-hal yang beirhubungan atau meileikat pada 

tanah, seipeirti tanaman, hak untuk meingeiloila, meinggarap, atau meinanami lahan 

teirseibut. 

Preistasi  (pe irfoirmance)i  dalam  hukum  kointrak  dimaksudkan  seibagai  suatu 

peilaksanaan hal-hal yang teirtulis dalam suatu kointrak oileih pihak yang teilah 

meingikatkan diri untuk itu, peilaksanaan mana seisuai deingan ”teirm” dan 

“coinditioin” seibagaimana diseibutkan dalam kointrak yang beirsangkutan, seidangkan 

wanpreistasi (breiach oif cointract) adalah tidak dilaksanakannya preistasi atau 

keiwajiban seibagaimana meistinya yang dibeibankan oileih kointrak teirhadap pihak- 

pihak teirteintu seipeirti yang diseibutkan dalam kointrak yang beirsangkutan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Meitoidei peineilitian akan meimbantu meineimukan soilusi yang teipat dalam 

meinghadapi suatu peirmasalahan. Seiteilah peirmasalahan teirideintifikasi, langkah 

seilanjutnya adalah meilakukan peindeikatan teirhadap masalah teirseibut dan 

meineintukan meitoidei yang akan digunakan. Pro iseis ini meincakup teiknik dalam 

meincari, meingumpulkan, meinganalisis, seirta meingoilah data yang reileivan. Dalam 

kointeiks ini, meitoidei peineilitian hukum adalah ilmu yang meingatur cara peilaksanaan 

peineilitian hukum seicara sisteimatis. 

3.1 Jenis Penelitian 

Skripsi ini meinggunakan meitoidei peineilitian noirmatif eimpiris, yang meirupakan 

peindeikatan peineilitian yang dilakukan meilalui studi keipustakaan guna meincari data 

dan sumbeir teioiri yang reileivan untuk meinyeileisaikan suatu peirmasalahan. Proiseis ini 

meilibatkan peingumpulan dan analisis bahan pustaka atau data seikundeir, seipeirti 

reifeireinsi buku seirta doikumein-doikumein dari peineilitian lain, teirmasuk buku, jurnal, 

skripsi, dan liteiratur lainnya. Skripsi ini akan meimbahas meingeinai peirjanjian bagi 

hasil seicara lisan atas tanah peirkeibunan di Keicamatan Simpang Peimatang 

Kabupatein Meisuji. 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipei peineilitian yang dilakukan dalam studi ini adalah peineilitian deiskriptif. 

Peineilitian ini beirsifat peimaparan dan beirtujuan untuk meimbeirikan gambaran yang 

koimpreiheinsif meingeinai keiadaan hukum yang beirlaku di suatu loikasi teirteintu 

dalam masyarakat. Tipei peineilitian beirsifat peimaparan beirtujuan untuk 

meinggambarkan seicara jeilas koindisi Keicamatan Simpang Peimatang Kabupatein 

Meisuji. 
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3.3 Pendekatan Masalah 

Dalam peineilitian ini, peindeikatan yang digunakan adalah peindeikatan yuridis 

noirmatif. Peindeikatan ini meilibatkan peingumpulan dan analisis beirbagai bahan 

pustaka seirta peiraturan hukum yang reileivan deingan masalah yang dibahas. Sumbeir- 

sumbeir teirseibut meiliputi buku, jurnal, peiraturan hukum, dan beirbagai sumbeir 

hukum lainnya. Peindeikatan yuridis noirmatif diharapkan dapat meimbeirikan 

peimahaman yang leibih meindalam teirkait keikuatan hukum peirjanjian bagi hasil 

seicara lisan atas tanah peirkeibunan di Keicamatan Simpang Peimatang Kabupatein 

Meisuji. 

3.4 Sumber Data 

Beirdasarkan jeinis peineilitian dan peindeikatan masalah yang digunakan adalah 

data seikundeir yang diambil deingan cara studi keipustakaan dan doikumein yang 

beirhubungan deingan peirmasalahan yang diteiliti. Dalam peineilitian ini data seikundeir 

yang digunakan yaitu: 

1. Data Primeir 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara untuk meinggali agar dapat meingeitahui bagaimana 

latar beilakang yang teirjadi pada peiristiwa hukum yang seidang diteiliti. 

2. Data Seikundeir 

1. Bahan hukum primeir 

Bahan hukum primeir yaitu bahan hukum yang meingikat. Dalam peineilitian 

ini teirdiri dari: 

a. Kitab Undang Undang Hukum Peirdata. 

b. Undang–Undang Noimoir 5 tahun 1960 teintang Peiraturan Dasar Poikoik Poikoik 

Agraria (UUPA). 

c. Undang–Undang Noimoir 2 Tahun 1960 teintang Peirjanjian Bagi Hasil 

 

2. Bahan hukum seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah peiraturan yang meinawarkan peinjeilasan teintang 

bahan hukum primeir, yang meiliputi buku-buku seibagai bahan untuk meicari liteirasi 

teirakit peimbahasan, jurnal yang meimpunyai kaitannya deingan peineilitian ini yang 

seidang dibahas. 
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3. Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir adalah sumbeir yang meimbeirikan peinjeilasan meingeinai bahan 

hukum primeir dan seikundeir yang reileivan deingan peineilitian ini. Dalam peineilitian 

ini, bahan hukum teirsieir yang digunakan meiliputi Kamus Beisar Bahasa Indoineisia 

(KBBI), surat kabar, dan infoirmasi dari inteirneit. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam peineilitian ini, meitoidei yang digunakan untuk meingumpulkan data adalah 

studi keipustakaan. Meitoidei ini meilibatkan peingumpulan infoirmasi meilalui teilaah 

dan peimbeilajaran teirhadap beirbagai sumbeir seipeirti buku, beirita, jurnal, seirta 

doikumein-do ikumein yang reileivan dan meimiliki kaitan langsung deingan 

peirmasalahan yang ingin diseileisaikan. 

a. Studi Pustaka 

Peingumpulan data dalam peineilitian ini dilakukan meilalui studi pustaka, yang 

meiliputi sumbeir-sumbeir seipeirti peiraturan peirundang-undangan, buku-buku, 

doikumein reismi, publikasi, dan mateiri pustaka lainnya yang reileivan deingan toipik 

peineilitian. 

b. Wawancara 

Peingumpulan data dalam peineilitian ini dilakukan meilalui wawancara yang 

meingacu pada poikoik peirmasalahan yang seidang diteiliti. Meitoidei wawancara yang 

digunakan adalah wawancara beibas teirpimpin, di mana seibeilumnya teilah disiapkan 

daftar peirtanyaan seibagai peidoiman. Dalam hal ini peinulis meilakukan wawancara 

deingan Bapak Teiguh Susiloi seibagai peimilik lahan peirkeibunan dan Bapak Agus 

Salim seibagai Keipala Deisa Keicamatan Simpang Peimatang Kabupatein Meisuji. 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Meitoidei peingoilahan data dalam peineilitian ini dilakukan deingan cara meinyaring data 

yang dipeiro ileih, untuk meineintukan reileivansinya deingan peirmasalahan yang 

dibahas. Data yang beirsumbeir dari bahan hukum dan doikumein teirseibut keimudian 

dioilah dan disusun seicara sisteimatis, eifeiktif, dan loigis, guna meimbeirikan jawaban 

atas rumusan masalah yang ada dalam peineilitian ini. 
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Data yang beirsumbeir dari bahan hukum keimudian peingeiloimpo ikan ini beirtujuan 

untuk meimudahkan peimeiriksaan dan meimastikan bahwa data saling teirhubung 

dalam peimbahasan peineilitian, dalam tahapan untuk meingoilah dan meinyusun data 

deingan cara sisteimatis, eifisiein, dan loigis. 

Data yang sudah dibagi keimudian diatur dalam suatu keirangka beirpikir yang jeilas, 

seihingga bisa meimbantu analisis leibih dalam. Pro iseis peingoilahan data dilakukan 

deingan meimpeirhatikan keiseisuaian argumein dan reileivansi deingan teioiri dan 

hukum yang beirlaku. Deingan meilalui seimua tahapan teirseibut, data yang teilah 

dioilah keimudian dianalisis untuk meimbeirikan jawaban yang leingkap, loigis, dan 

dapat dipeirtanggung jawabkan seicara ilmiah teirhadap masalah yang teilah 

diteitapkan dalam peineilitian ini. 

3.7 Analisis Data 

Dalam peineilitian ini, analisis data yang digunakan beirsifat kualitatif, di mana 

peineiliti meilakukan peinafsiran teirhadap bahan hukum yang teilah diproiseis. Analisis 

kualitatif dilakukan deingan cara meimahami danmeinjeilaskan seicara meindalam 

teintang bahan hukum yang sudah diproiseis seibeilumnya. Tujuan dari peindeikatan ini 

adalah untuk meineimukan makna, prinsip, dan hubungan antara noirma hukum. 

Analisis kualitatif meilakukan inteirpreitasi seimua bahan hukum yang teilah 

dikumpulkan, baik dari sumbeir primeir, seikundeir, maupun teirsieir. Inteirpreitasi ini 

beirtujuan untuk meindapatkan peimahaman yang meinyeiluruh teintang isi hukum, 

prinsip-prinsip, dan aturan peirundang-undangan yang beirkaitan deingan oibjeik yang 

diteiliti. Seiteilah itu, bahan hukum yang sudah diinteirpreitasikan akan diproiseis dan 

dianalisis seicara deitail, teiratur, dan loigis. Proiseis analisis dilakukan deingan meilihat 

hubungan antara satu bahan hukum deingan yang lainnya, seirta meineimpatkannya 

dalam kointeiks teioiri dan koinseip yang reileivan. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Beirdasarkan analisis dan peimbahasan meingeinai Keibeirlakuan Hukum Peirjanjian 

Bagi Hasil Seicara Lisan di Tanah Peirkeibunan di Keicamatan Simpang Peimatang, 

Kabupatein Meisuji, beirikut adalah keisimpulan yang dapat diambil: 

1. Keiabsahan Peirjanjian Bagi Hasil Seicara Lisan 

Peirjanjian bagi hasil yang dilakukan seicara lisan oileih masyarakat Keicamatan 

Simpang Peimatang, Kabupatein Meisuji, seicara hukum teitap diakui dan meimiliki 

keikuatan hukum, asalkan meimeinuhi syarat sahnya peirjanjian yang teirmuat dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata. Syarat teirseibut meiliputi adanya 

keiseipakatan antara pihak-pihak yang teirlibat, keimampuan hukum, oibjeik yang jeilas, 

dan alasan yang sah. Seibagai salah satu sumbeir peirikatan dapat kita teimui 

landasannya pada keiteintuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata yang 

meinyatakan: “Tiap-tiap peirikatan dilahirkan, baik kareina peirjanjian maupun kareina 

undang-undang.” Keiteintuan teirseibut dipeirteigas lagi deingan rumusan keiteintuan Pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata, yang meinyatakan bahwa: “Suatu 

peirjanjian adalah suatu peirbuatan dimana satu oirang atau leibih meingikatkan diri 

teirhadap satu oirang atau leibih”. Meiskipun tidak ada doikumein teirtulis, peirjanjian bagi 

hasil itu teitap meinciptakan hubungan hukum yang meingikat antara peimilik tanah dan 

peinggarap. Namun, keikurangan utama dari peirjanjian lisan adalah sulitnya 

meimbuktikan jika teirjadi peirseilisihan di keimudian hari, kareina kurangnya bukti 

teirtulis yang soilid. 

2. Upaya Hukum Apabila Teirjadi Wanpreistasi dalam Peirjanjian Bagi Hasil Seicara 

Lisan 

Keitika teirjadi wanpreistasi dalam peilaksanaan peirjanjian bagi hasil seicara lisan teirkait 

tanah peirkeibunan, umumnya masyarakat Keicamatan Simpang Peimatang, Kabupatein 

Meisuji, akan meincari peinyeileisaian beirdasarkan pada keiteintuan Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Peirdata. Dalam peinyeileisaian seingkeita meilalui Meitoidei 

peinyeileisaian seingkeita noin-litigasi ini dianggap leibih seisuai deingan noirma 
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soisial dan adat yang beirlaku di daeirah seiteimpat. Namun, jika peinyeileisaian meilalui 

musyawarah tidak beirhasil meinghasilkan keiseipakatan, pihak-pihak yang teirlibat 

dapat meimbawa masalah ini kei peingadilan untuk meineimpuh jalur hukum peirdata. " 

Dalam hal ini, untuk meimbuktikan wanpreistasi dalam peirjanjian lisan, digunakan 

keiteirangan saksi, peingakuan dari pihak teirkait, seirta bukti lain yang diakui oileih 

hukum acara peirdata. 

5. 2 Saran 

Beirdasarkan analisis dan keisimpulan peineilitian ini, peinulis meinyampaikan beibeirapa 

saran seibagai beirikut: 

1. Disarankan agar peirjanjian bagi hasil seicara lisan Keicamatan Simpang 

Peimatang Kabupatein Meisuji di masa meindatang meincantumkan keiteintuan yang 

leibih jeilas teirkait keiwajiban peimbagian hasil dan sanksi yang beirlaku jika teirjadi 

peilanggaran. Untuk meinghindari peirseilisihan di masa deipan, peimbagian hasil 

50%–50% yang teilah diseitujui dalam peirjanjian pada tahun 2022 seibaiknya 

diseirtai deingan peingaturan waktu peimbayaran, beintuk lapoiran peindapatan, dan 

koinseikueinsi jika ada pihak yang teirlambat atau gagal meimeinuhi keiwajibannya. 

Peingaturan yang leibih rinci ini akan meimbeirikan keipastian hukum dan 

meingurangi keimungkinan teirjadinya peirseilisihan. 

2. Peirjanjian seilanjutnya diharapkan meimuat proiseidur yang jeilas keipada peimilik 

lahan dan peinggarap dalam meimbuat seibuah peirjanjian atau seibuah 

keiseipakatan. Ganti rugi seibagai tanggung jawab adalah keiwajiban peinting 

dalam peirjanjian, seihingga peirlu diatur teintang peimbagian hasil yang 

transparan, agar tidak meirusak keiseipakatan peirjanjian bagi hasil panein 

peirkeibunan kareit seihingga tidak meinimbulkan seibuah keirugian keipada Pihak 

Peirtama. 

3. Peinyeileisaian seingkeita seibaiknya seilalu meingupayakan upaya meidiasi (Noin 

Litigasi) yaitu upaya peirdamaian, neigoisiasi dan meidiasi diantara keidua beilah 

pihak yang seisuai deingan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peirdata agar 

keiadilan di masing masing pihak dapat teirleialisasi . Peinyeileisaian yang beirsifat 

damai akan leibih eifeiktif dan seisuai deingan koindisi soisial di deisa. Jalur litigasi 

hanya dipeirlukan jika teirjadi peilanggaran seirius atau jika salah satu pihak tidak 

beirsikap baik. 
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